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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
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غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ى Ya y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah A a 
َ ا kasrah I i 
َ ا dammah U u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa’ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تام : maata 
 ى م  ر : ramaa 
 لْي ق : qiila 
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  َتْو  م ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر لا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ملا ة ل  ضا فْلا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  مْك  حْلا  : al-hikmah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َق  حْلا : al- haqq 
  َم   ع ن : nu”ima 
  َو د ع : ‘aduwwun 
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 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ل ع : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  َي ب  ر ع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َسمَّشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ل  زل َّزل ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سل فْل ا : al-falsafah 
 َ د  لَ بْل ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 َنْو  ر  ْما ت : ta’muruuna 
َ عْوَّنلا : al-nau’ 
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 َءْي ش : syai’un 
 َتْر  م ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
Lafz al- Jalaalah (هٰللّا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا نْي  د diinullah َ ٰللّاا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
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9. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 
sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
Swt. = subhanallahu wata’ala 
Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama :  Muhammad Irham 
NIM  :  10300113036 
Judul  :  Efektivitas Lapas Kelas II A Maros dalam Membina Narapidana    
Perspektif Hukum Islam 
 
 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Lapas kelas II A 
Maros dalam membina narapidana perspektif hukum Islam? Dengan beberapa 
submasalah, yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas kelas II 
A Maros?, 2) apa yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di 
Lapas kelas II A Maros?, dan 3) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap 
pelaksanaan pembinaan narapidana?. Adapun tujuan penelitian, yaitu: 1) mengetahui 
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas kelas II A Maros, 2) mengetahui faktor 
penghambat pembinaan narapidana di Lapas kelas II Maros, 3) mengetahui perspektif 
hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana. 
 Jenis penelitian ini kualitatif lapangan dengan pendekatan yang digunakan 
adalah: yuridis, sosiologis, dan normatif syar’i. Adapun  sumber data penelitian ini 
adalah sumber data primer dengan cara turun langsung kelapangan dan data sekunder 
melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Lalu, teknik pengolahan dan analisis 
data dilakukan dengan tahap, yaitu: klasifikasi data, reduksi data, coding, editing data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanan pembinaan narapidana di 
Lapas kelas II A Maros menggunakan pola pembinaan kepribadian, meliputi: 
pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 
pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan 
kemandirian, meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan 
untuk mendukung usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat 
masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/ pertanian/ 
perkebunan/ dengan teknologi madya/ tinggi. Namun pelaksanaan pembinaan 
narapidana belum berjalan efektif. Adapun faktor penghambat dalam proses 
pembinaan narapidana meliputi: sarana dan prasarana yang belum cukup, over 
kapasitas, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang. Dan perspektif 
hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan adalah mengasingkan pelaku jarīmah 
sejalan dengan konsep dari Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Maros harus menyiapkan strategi untuk meminimalizir permaslahan-permasalahan 
yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, 2) Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Hukum dan HAM harus memerhatikan kondisi semua Lembaga 
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Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, 3) Narapidana 
hendaknya menaati seluruh peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan, 4) 
Diperlukan peran serta masyarakat dalam proses pengembalian narapidana agar 
menjadi manusia yang taat hukum dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah 
dilakukan, dan 5) Pola pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terkhusus 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros untuk lebih mengedepankan pembinaan 
kesadaran beragama. 
Kata Kunci: Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana, 
Hukum Islam 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum. 
Pembangunan nasional dalam garis besar haluan negara mencakup semua aspek 
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan 
suatu masyarakat yang berkeadilan. 
Adapun proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai 
dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses 
penerapannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 
Menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu 
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka 
dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan hukum 
yang disebabkan karena luasnya negara Indonesia sangatlah berdampak pada 
permasalahan di negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan 
Hukum di Indonesia, selain itu para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya 
seringkali tidak profesional atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
Sesungguhnya apabila kita meneliti benar-benar, akan sukarlah bagi kita 
untuk memberi definisi tentang hukum, sebab seperti telah dijelaskan para sarjana 
hukum sendiri belum dapat merumuskan sesuatu definisi hukum yang memuaskan 
semua pihak, namun dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para 
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sarjana hukum Indonesia, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi 
beberapa unsur, yaitu: 
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, 
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, 
3. Peraturan itu bersifat memaksa, 
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.1 
Seorang warga masyarakat menaati hukum kerena pelbagai sebab. Sebab- 
sebab yang dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut. 
1. Takut karena sanksi negatif apabila hukum dilanggar, 
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, 
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya, 
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, 
5. Kepentingannya terjamin.2 
Bicara mengenai hukum kuat dan merata diseluruh kalangan masyarakat, 
maka dari itu pembangunan hukum tersebut dapat dikatakan berjalan sesuai dengan 
rencana, namun tidak bisa dipungkiri dalam proses pembangunan hukum masih 
banyak terjadi kendala. Misalnya saja, hukum di Indonesia seakan menjadi milik 
segelintir orang yang mempunyai kedudukan penting di negara ini, namun dilain 
pihak masyarakat terus menjerit ketika hukum tidak berpihak kepadanya. Olehnya itu 
masyarakat dibuat frustasi dengan keadaan seperti ini. Keadaan yang seperti ini 
membuat masyarakat tidak memiliki jalan keluar lain, sehingga mereka yang 
                                                             
1C.S.T. Kansil, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Cet. 8; Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), h. 37-39.  
2Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Cet. Kedelapan; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 68. 
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melakukan tindakan kejahatan akan berdampak pada dijebloskannya orang tersebut 
ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
Jika orang biasa dan tidak berduit yang ketahuan melakukan tindak pidana 
pencurian walaupun kejahatan biasa, maka langsung ditangkap dan dijebloskan ke 
tahanan, akan tetapi jika seorang pejabat atau orang kaya yang melakukan korupsi 
miliaran mereka terkadang leluasa berkeliaran dalam Lembaga Pemasyarakatan dan 
mereka memperoleh fasilitas layaknya hotel.3 
Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bukan semata-mata 
sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan melainkan diberikan 
pembinaan. Konsep pembinaan yang dianut oleh Indonesia adalah bagaimana 
mengintegrasikan pelaku tindak pidana kembali kemasyarakat. Karena itu ada tiga 
pokok tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan, yaitu:  
1. Memperbaiki diri dari penjahat itu,  
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan, 
3. Tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan.  
Pembinaan ini dilakukan karena bahwasanya narapidana merupakan 
masyarakat Indonesia yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak yang 
dimiliki ini diberikan dengan jalan memberikan pembinaan fisik dan mental agar 
ketika kembali kemasyarakat dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat 
diterima kembali. 
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman 
Sahardjo pada tahun 1963. Tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan 
                                                             
3Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam (Cet. 1; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 192-193. 
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hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang 
yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan utama didirikannya 
Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yaitu 
membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari 
kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan 
bertanggung jawab. 
Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
(Selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) khususnya Pasal 1 ayat (3) menyebutkan 
bahwa pengertian “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS 
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemsyarakatan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) meyebutkan bahwa 
Narapidana adalah “terpidana yang menjalani hilang kemerdekaannya di Lapas”. 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau bisa juga yang 
statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan 
yang belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang 
menangani pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas 
Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. 
Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh 
bergerak meninggalkan filosofi retributive (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan 
rasiolisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk menyiksa atau 
membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana 
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sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi 
reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara 
terpidana dan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk menyatukan 
kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).4 
Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga 
Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata 
tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu 
tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 
Pidana penjara diatur dalam dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pada pasal 12 ayat (3) berbunyi: 
Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun 
berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara 
pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara 
pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga 
dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena 
pembarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52.5 
Dalam hukum Islam hukuman penjara dikenal dengan istilah al-Ḥabsu. 
Pengertian al-Ḥabsu menurut bahasa adalah menahan. Menurut Ibnu Qayyim adalah  
menahan sesorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di 
rumah, di masjid mapun ditempat lain. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa model 
                                                             
4Dwi Aprilianto, “Program Pembinaan di Lapas Kelas II B Lamongan Perspektif Filsafat 
Hukum Pidana Islam,” Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 2 No 1 (September 2015), h. 69. 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=318472&val=7149&title=Efek. (18 oktober 2016) 
5Tim Visi Yustisia, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHAP,& KUH Perdata (Cet. 
1; Jakarta: Visitmedia, 2015), h. 11. 
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penahanan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini seperti Rumah Tahanan 
Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia merupakan 
bentuk penjara.6 
Dalam al-Qur’an juga dijelaskan tentang penjara atau Lembaga 
Pemasyarakatan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5: 33. 
                       
                              
                          
Terjemahnya: 
“hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya 
yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka 
mendapat azab yang besar”.7 
Menurut Sayyid Quṭhb kejahatan yang dikenai sanksi sebagaimana ditetapkan 
dalam naskh ini ialah tindakan melawan imam (pemerintah) Muslim yang mengatur 
pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Barangsiapa yang membunuh tetapi 
tidak mengambil hartanya, maka ia dijatuhi hukuman bunuh. Barangsiapa yang 
mengambil harta tapi tidak membunuh dijatuhi hukuman potong tangan. Dan 
barangsiapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil 
harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.8  
                                                             
6Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h. 146-147. 
7Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 2011), 
h. 113. 
8Sayyid Quṭhb, Tafsīr Fī ẓhilālil Qur’an (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 214-
215. 
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Sehingga pengasingan yang dilakukan menurut al-Qur’an untuk zaman 
sekarang adalah dengan menempatkan pelaku tindak pidana tersebut ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. 
Seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dilakukan 
pembinaan sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, diatur juga dalam 
Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999. 
Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999: 
1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan kepribadian dan kemandirian, 
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan, 
3. Program pembimbingan. 
Ketiga ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 31 tahun 1999 merupakan 
pola pembinaan terhadap narapidana yang harus dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan diseluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. 
Namun apa yang diharapkan oleh Undang-Undang tentang pola pembinaan 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, 
terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti over kapasitas yang 
menjadi permasalahan utama. Tercatat pada bulan Desember 2012 jumlah penghuni 
Lapas di Indonesia sebanyak 150.688 dengan kapasitas 102.040 yang berarti over 
kapastitas 148%, Desember 2013 jumlah penghuni Lapas 159.961 dengan kapasitas 
107.359 berarti terjadi over kapasitas 149%, Desember 2014 jumlah penghuni Lapas 
163.404 dengan kapasitas 109.573 berarti terjadi over kapasitas 149%, Januari 2015 
  
8 
 
jumlah penghuni Lapas 164.859 dengan kapasitas 110.098 berarti terjadi over 
kapasitas 150%. Dan hal ini terjadi peningkatan tiap tahunnya.9 
Dengan keadaan tersebut akan berdampak pada proses pelaksanaan 
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. 
Kondisi seperti ini juga terjadi di Lapas Kelas II A Maros yang over kapasitas. 
Bukan hanya itu di Lapas Kelas II A Maros juga kerap terjadi perkelahian antar 
warga binaan.10 Dengan adanya kasus-kasus seperti ini kerap kali masyarakat 
memberikan cap buruk terhadap Lembaga Pemasyarakatan dan akan berdampak juga 
pada narapidana yang akan kembali kemasyarakat. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut dan 
menuangkannya ditugas akhir (skripsi) dengan judul “ Efektivitas Lapas Kelas II A 
Maros dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan pokok 
masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana efektivitas Lapas kelas II A Maros dalam 
membina narapidana perspektif hukum Islam. Dengan submasalah sebagai berikut: 
1. Bagaiamana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas kelas II A Maros? 
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di Lapas      
kelas II A Maros? 
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan 
narapidana? 
                                                             
9“Over Kapasitas Lapas dan Rutan”, Situs Resmi Hukum Pedia: 
http//www.hukumpedia.com/eramus70 ( 18 Oktober 2016). 
10Daeng Manambung, Kepala Sub Registrasi Lapas Kelas II A Maros, Wawancara, 21 
Desember 2016. 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah 
diuraikan, maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi fokus 
penelitian dan deskripsi fokus. 
1. Fokus penelitian 
Judul penelitian ini adalah “Efektivitas Lapas Kelas II A Maros dalam 
Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam”. Sehingga penelitian ini fokus pada 
efektivitas pembinaan narapidana di Lapas kelas II A Maros dan pandangan hukum 
Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana. 
2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros. 
Karena judul penelitian ini adalah Efektivitas Lapas Kelas II A Maros dalam 
Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam. 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan memberikan deskripsi fokus: 
Yang dimaksud efektivitas adalah gambaran tingkat keberhasilan atau 
keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya ketertarikan 
nilai-nilai yang bervariasi.11 
  Yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Maros adalah 
salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di 
Maros.12 
                                                             
11Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar 
(Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), h. 129. 
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  Yang dimaksud pembinaan narapidana adalah suatu cara yang ditempuh 
dalam rangka perubahan sikap dan perilaku yang diberikan kepada terpidana yang 
hilang kemerdekaannya yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarkatan agar dapat 
menjadi manusia seutuhnya yang taat kepada hukum. 
Dan yang dimaksud perspektif hukum Islam adalah pandangan tentang  
hukum yang bersumber dari dan menjadi agama Islam.13 
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 
Dalam kajian pustaka ini, menggunakan beberapa literatur dengan maksud 
pokok masalah yang diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas 
sebelumnya dan mempunyai relevansi yang sesuai  dengan sejumlah teori yang ada 
dalam literatur, diantaranya sebagai berikut: 
1. M. Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya Fiqīh Jināyah menjelaskan 
tentang  hukuman penjara. Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman 
penjara, yaitu al-ḥabsu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-man’u yaitu 
mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-ḥabsu adalah menahan 
seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di 
rumah, masjid, maupun tempat lain. Berdasarkan pemikiran ini, ulama 
membolehkan ūlīl amri  membuat penjara. Para ulama membolehkan sanksi 
penjara.14 Namun dalam buku ini lebih menitik beratkan pidana penjara dalam 
                                                                                                                                                                             
12Lapas Kelas II A Maros, “Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros”, Blog Lapas 
Kelas II A Maros, http://lpmaros.blogspot.co.id/2011/04/profel-lembaga-pemasyarakatan-kelas-
iia.html (11 Februari 2017). 
13Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42. 
14Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah (Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h. 
152. 
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hukum Islam atau pidana penjara yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad 
saw. 
2. Zainuddin Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum menjelaskan bahwa efektivitas 
hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kaidah hukum atau peraturan itu 
sendiri, penegak hukum memainkan peran penting dalam mengfungsikan 
hukum yang ada, fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan 
suatu aturan tertentu, dan masyarakat yang diperlukan kesadarannya dalam 
mematuhi sebuah peraturan. Namun dalam buku ini penulis tidak menjelaskan 
secara jelas bahwa penegak hukum yang menjadi faktor efektifnya suatu hukum 
adalah Lembaga Pemasyarakatan melainkan semua penegak hukum yang ada di 
Indonesia. Tapi buku ini memberikan gambaran bahwa efektifnya suatu 
peraturan dipengaruhi empat faktor. 
3. Narsidi dan Wuraji dalam jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan volume III 
No. 4 Tahun 2011 yang dipublikasikan oleh www.portalgaruda.org dengan 
judul penelitian Implementasi Program Pembinaan Napi di Lapas Kelas II B 
Metro menjelaskan bahwa dalam hal pembinaan narapida di Lapas Kelas II B 
Metro memiliki beberapa kekurangan yang menjadi faktor penghambat 
pembinaan narapidana yaitu, sarana pembinaan dan profesionalitas para 
petugas. Namun dalam penelitian lebih berfokus pada program pembinaan yang 
telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan dan tidak melihat pandangan 
hukum Islamnya. 
4. Mudzakkir dalam jurnal hukum No. 4 volume 2 tahun 1995 yang 
dipublikasikan oleh www.jurnal.uii.ac.id dengan judul Model Pemasyarakatan 
yang Ideal menjelaskan untuk mencari model pemasyarakatan yang ideal tidak 
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lepas dari tiga pokok pangkal, yaitu peraturan pidana dan pemidanaan, 
penegakan hukum pidana, dan pelaksanaan pidana yang salah satunya pidana 
penjara (pemasyarakatan) dan pelaksanaan pidana dengan sistem 
pemasyarakatan beriorentasi pada perbaikan si pelaku yang menjangkau aspek 
perbaikan hubungan dengan Tuhan, manusia, dan pada diri sendiri. Penelitian 
ini membantu memberikan gambaran tentang konsep pemasyarakatan yang 
ideal untuk diterapkan disemua lembaga pemasyarakatan.  
5. Melati Lie mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam Skripsinya yang berjudul 
Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo 
menjelaskan bahwa dalam hal pengukuran kinerja yang efektif mempunyai 
kunci, yaitu: ukuran kinerja yang efektif akan selalu membantu orang 
memonitor, mengontrol dan mengelolah, ukuran kinerja ditangkap dan 
disampaikan kepada pengguna, ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang 
tepat dan waktu yang tepat, ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti 
dengan cepat dan mudah, dan penyajian kinerja harus sesuai dengan pedoman 
standar. Skripsi ini membantu peneliti dalam hal mengukur tingkat keefektifan 
dari suatu lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam skripsi ini 
lebih berfokus pada kinerja badan kepegawaian daerah kota Palopo. 
6. Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan mahasiswa Universitas hasanuddin 
dalam skripsinya yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Pidana terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika( Studi Kasus Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminas) menjelaskan bahwa 
proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Sungguminasa belum efektif karena dipengaruhi berbagai hal diantaranya 
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fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang belum memadai. Namun dalam skripsi 
ini lebih berfokus pada pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan lokasi penelitiannya 
berfokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa.  
Berdasarkan pemaparan literatur tersebut, tidak ada satupun yang membahas 
mengenai efektivitas Lapas kelas II A Maros dalam membina narapidana perspektif 
hukum Islam. Walaupun memang sedikit dalam kajian terdahulu pernah ada yang 
membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan namun lebih fokus pada pembinaan 
narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkotika, akan tetapi tidak membahas 
pembinaan narapidana secara umum, perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan 
pembinaan narapidana dan daerah penelitian yang berbeda. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas kelas II A Maros. 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat pembinaan narapidana di Lapas kelas II A 
Maros. 
c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan 
narapidana. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Teoretis 
Penelitian diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di 
Lapas yang ada di Indonesia terkhusus Lapas kelas II A Maros. 
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b. Praktis 
Tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak, 
terkhusus bagi: 
1)  Penulis, penelitian ini untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa 
serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-
permasalahan yang  dihadapi, khususnya mengenai efektivitas Lapas dalam 
membina narapidana. 
2) Petugas Lapas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal 
membuat pemecahan masalah dalam pembinaan narapidana yang berdasarkan 
Undang-Undang Pemasyarakatan agar efektivitas Lapas dalam memberikan 
pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang ada. 
3) Pembuat Kebijakan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam 
upaya perbaikan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Teori  Efektivitas 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas adalah gambaran 
tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan.15 Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan 
operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian 
tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa 
baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai 
dengan yang diharapkan ini.16 Dari definisi tersebut dapat dikatakan efektif apabila 
hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. 
Efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik 
penegak hukum, subtansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat, sehingga tidak 
terjadi ketimpangan antara das solen dan das sein. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Lowrence M. Friedman yang mengemukakan dalam sistem hukum terdapat tiga 
unsur yaitu struktur, subtansi dan kultur hukum.17  
Menurut Sedarmayanti efektivitas  merupakan suatu ukuran yang memberikan 
gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Selain itu ukuran efektivitas untuk 
suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu: 
                                                             
15Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar 
(Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), h. 129. 
16Melati Lie, “Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo”,  
skripsi ( Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015), h. 8. 
17Ni Made Destriana Alviani, “Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan 
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar”, Skripsi (Denpasar: Fak. Hukum 
Universitas Udayana, 2015), h. 20-21. 
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1. Input, 
2. Proses produksi, 
3. Hasil, 
4. Produktivitas.18 
Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan 
norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu 
benar-benar diterapkan dan dipatuhi.19 Ketika ingin mengetahui sejauh mana 
efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan 
hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi target ketaatannya, maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang 
bersangkutan efektif. Namun demikian sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati 
itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.20 
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau 
tidaknya suatu hukum ditentukan 5 (lima) faktor, yaitu: 
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), 
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan 
hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 
                                                             
18Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja (Cet. Ketiga; Bandung: 
Mandar Maju, 2009), h. 59-60. 
19Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara  (Cet. VII ; Bandung: Nusa Media, 
2011), h.195-202. 
20Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 
(Cet. 1; Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), h. 375. 
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berada dan 
diterapkan.21 
Selain itu ketaatan hukum dapat dibedakan berdasarkan kualitasnya dalam 
tiga jenis, seperti yang dikemukakan H.C. Kelman, yaitu: 
1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, 
hanya karena takut karena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 
2. Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan 
hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat Interlnalization, yaitu seseorang menaati suatu aturan, 
benar-benar karena ia merasa bahwa aturan-aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 
intriksik yang dianutnya.22 
B. Definisi dan Jenis-Jenis Pidana 
1. Definisi Pidana 
Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk 
pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, 
penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukum 
pidana. 
2. Jenis-Jenis Pidana 
Jenis-jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenisnya 
dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima 
                                                             
21“Teori Efektifitas Hukum”, Situs Resmi Academia. 
http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum (11 Februari 2017). 
22Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 
(Cet. 1; Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), h. 347-348. 
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jenis pidana, pertama, pidana mati. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang 
paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang 
paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau 
pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. 
 Kedua, pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang 
tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menyebabkan 
mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga 
dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. 
Pidana penjara dikenal juga dengan sebutan pidana pemasyarakatan. 
 Ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua 
tujuan. Pertama, sebagai custodia hunesta untuk delik yang tidak menyangkut 
kesusilaan, yaitu delik–delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti Pasal 182 KUHP 
tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. 
Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal 
penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan  stelsel pidana 
dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga di bawah 
pidana mati dan pidana penjara. 
 Keempat, pidana denda. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara 
luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik 
ringan. Kelima, pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang  
tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 tahun 1946. 
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Pidana tambahan terdiri dari tiga jenis, yaitu: pengcabutan hak-hak tertentu. 
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.23 
C. Pembinaan Narapidana  
Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembinaan adalah usaha, tindakan, 
dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang 
lebih baik. Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga 
Pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan 
dengan baik dan manusia dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan 
dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.24 
Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk 
memberi, menerima, dan mengelolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang 
sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani 
pembinaan harus bersedia mempraktikkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat 
tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta fakor-faktor lain seperti 
dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.25 
Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif 
dan efesien yang diterima oleh narapidana yang akan menghasilkan perubahan diri 
narapidana kearah yang lebih baik dalam hal pola pikir dan tingkah laku. Tujuan dari 
                                                             
23Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana  (Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 
195-202. 
24Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan Bab II 
Pasal 7. 
25Taufik Hidayat, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi 
Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Purwekorto”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 15. 
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pembinaan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan 
Pasal 2 adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, 
sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam 
pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
Dalam melakukan pembinaan narapidana di Lapas, maka petugas Lapas 
melakukan penggolongan narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Pemasyarakatan atas dasar: 
1. Umur, 
2. Jenis kelamin, 
3. Jenis kejahatan, 
4. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 
Dan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan 
dalam pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas: 
1. Pengayoman,  
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, 
3. Pendidikan, 
4. Pembimbingan, 
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia, 
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 
tertentu. 
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Selain itu dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 
14, mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga 
Pemasyarakatan, yaitu: 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, 
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, 
4. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak, 
5. Menyampaikan keluhan, 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang, 
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, 
8. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, 
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat, 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, 
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku. 
D. Tinjauan Hukum Islam 
1. Definisi Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama 
Islam.26 Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, 
yaitu syari’ah, fiqh, hukum syarak, dan qanūn. 
                                                             
26Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42. 
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Syari’ah biasanya dipakai dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam 
arti sempit. Dalam arti luas syari’ah  merupakan himpunan norma atau petunjuk yang 
bersumber kepada Wahyu Ilahi untuk mengatur sistem kepercayaaan dan tingkah 
laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian, syari’ah 
dalam arti luas meliputi dua aspek agama Islam, yaitu akidah dan amaliah. Syari’ah 
dalam arti sempit merujuk kepada himpunan norma yang bersumber kepada Wahyu 
Ilahi yang mengatur tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi 
hubungannya. Dengan demikian, syari’ah dalam arti sempit merupakan bagian dari 
syari’ah dalam arti luas.27 
 Fiqh di dalam bahasa arab artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan 
dengan perkataan. Dapat juga dirumuskan dengan kata-kata lain, ilmu fiqh adalah 
ilmu yang bertugas menetukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang 
terdapat di dalam al-Qur’an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam 
Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.28 
 Fiqh merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, 
baik berasal langsung dari al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw. maupun dari 
hasil ijtihad para ahli hukum Islam.29 
Hukum syarak merujuk kepada suatu  norma atau kaidah yang membentuk 
syari’ah atau fiqh. Himpunan norma atau hukum syarak ini membentuk syari’ah atau 
                                                             
27Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet, Kedua; Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, 2009), h. 1-2. 
28Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 48. 
29Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet, Kedua; Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, 2009), h. 2. 
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fiqh. Norma atau hukum syarak yang membentuk syari’ah atau fiqh ini meliputi 
norma-norma waḍ’I seperti sebab dan penghalang.30  
Qanūn menggambarkan bagian dari syari’ah yang telah dipositivisasi dan di 
integrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara, seperti hukum perkawinan. (UU 
No. 1 Tahun 1974), hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004). Selain itu, qanūn juga 
merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di 
negeri Muslim dalam rangka pelaksanaan syari’ah dan mengisi kekosongan serta 
melengkapi syari’ah.31 
2. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. 
Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, Munākaḥāt, 
wiraṣah, mūāmalat, jināyat, Khilāfah, Sīyar, mukhāṣamah. Munākaḥāt mengatur 
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibatnya.  
wiraṣah mengatur segala masalah pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta 
pembagian warisan. 
mūāmalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak tas 
benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-
meminjam, perserikatan dan sebagainya. jināyat yang memuat aturan mengenai 
perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud mapun jarimah 
ta’zīr. Yang dimaksud dengan jarīmah adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan 
bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad. 
                                                             
30Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet, Kedua; Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, 2009), h. 3. 
31Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 3. 
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Jarimah ta’zīr adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman 
hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku. 
 Khilāfah membicarakan soal kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan 
pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya. Sīyar mengatur urusan peran 
dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. mukhāṣamah 
mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.32 
Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum 
barat yang membedakan antara hukum publik seperti yang diajarkan dalam pengantar 
Ilmu Hukum di tanah air, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah 
sebagai berikut: 
Hukum perdata Islam adalah Munākaḥāt, wiraṣah, mūāmalat. Sedangkan 
hukum publik Islam adalah  jināyat, Khilāfah, Sīyar, mukhāṣamah. 
Dalam hukum Islam Perbuatan pidana dikenal dengan nama jinayah. Jinayah 
menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang 
diusahakan. Sedangkan menurut fuqahā jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan 
yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. 
Dalam konteks ini jināyah sama dengan jarīmah. Pengertian jarimah sebagimana 
dikemukakan oleh Imam Al Māwardī adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman ḥad atau ta’zīr.33 
 
 
                                                             
32Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56-58. 
33Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Cet. 
Kedua; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1-2. 
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3. Sumber Hukum Islam 
a. Al-Qur’an 
Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan 
Wahyu-Wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. Diantara 
kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia 
dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya, 
hubungan dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk 
lainnya.34 
b. Sunnah 
Sunnah nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. 
Karena, hal-hal yang diungkapkan oleh al-Qur’an yang bersifat umum atau 
memerlukan penjelasan, maka nabi Muhammad saw. menjelaskan melalui sunnah. 
Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan nabi Muhammad saw. Pengertian 
sunnah yang demikian mempunyai kesamaan pengertian hadis.35 
c. Ijmak  
Ijmak menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijmak 
berarti kebulatan pendapat para mujtahiddīn pada suatu masa dalam menetapkan 
suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al-Qur’an atau hadis. 
Meskipun ijmak menangani masalah-masalah yang tidak ada dalil hukumnya secara 
tegas dan jelas dari al-Qur’an dan hadis, namun prosesnya tidak boleh lepas dari 
landasan al-Qur’an dan hadis. Tidak boleh ada ijmak yang bertentangan dengan al-
Qur’an dan hadis yang merupakan sumber kaidah dasar agama.36 
                                                             
34Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam (Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 15. 
35Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam, h. 16. 
36Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 14. 
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d. Qiyās 
Qiyās menurut bahasa artinya ukuran. Menurut istilah qiyās adalah hukum 
yang telah ditetapkan dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula 
kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, 
dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah ada hukumnya.37 
4. Ciri-ciri Hukum Islam 
Ciri-ciri utama hukum Islam, yakni merupakan bagian dan bersumber dari 
agama Islam, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman 
atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam, mempunyai dua istilah kunci yakni 
syari’ah dan fiqh. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, fiqh 
adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari’ah, terdiri dari dua 
bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti yang luas ibadah bersifat 
tertutup karena telah sempurna  dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat 
terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa. 
Strukturnya berlapis, terdiri dari naskh atau teks al-Qur’an, Sunnah Nabi 
Muhammad (untuk syari’ah), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang 
wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim 
maupun amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat, mendahulukan kewajiban dari 
hak, amal dari pahala, dapat dibagi menjadi hukum taklīfī dan hukum wadḥ’I yang 
mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.38 
 
 
                                                             
37Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 14-15. 
38Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 58-59. 
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5. Tujuan Hukum Islam 
Kalau dipelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul yang 
terdapat di dalam al-Qur’an dan kitab-kitab Hadis yang ṣaḥīḥ, maka tujuan hukum 
Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni: 
a. Segi pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul, 
b. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu. 
Kalau dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah: 
pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, 
dan testier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang utama yang harus dilindungi 
dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia 
benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipelukan untuk 
mencapai kehidupan primer. Kebutuhan testier adalah kebutuhan hidup manusia 
selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara 
untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat. 
Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh 
manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan 
dengan baik dan benar manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk 
memahami hukum Islam dengan mempelajari usul fiqh, yakni dasar dan 
pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. 
Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer merupakan tujuan utama 
yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan itu meliputi 
pemeliharaan terhadap: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
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Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Dikarenakan 
agama merupakan pedoman hidup manusia. Di dalam Islam terdapat komponen 
akidah yang merupakan pegangan hidup seorang muslim. Pemeliharaan jiwa 
merupakan tujuan kedua hukum Islam. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia 
untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang 
pembunuhan (QS Al-Isrā/17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan 
melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan 
kemashlahatan hidupnya. 
Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam karena dengan 
mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan 
dirinya sendiri serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pemeliharaan keturunan merupakan tujuan keempat hukum Islam. Pemeliharaan 
keturunan sangat penting dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan 
umat manusia dapat diteruskan. 
Pemeliharaan harta merupakan tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran 
Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat 
mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum 
Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan 
sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara.39 
 
 
                                                             
39Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet, Kedua; Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, 2009), h. 6-8. 
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E. Kerangka Konseptual 
Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi, baik 
berupa pidana penjara. Bagi mereka yang mendapatkan sanksi pidana penjara maka 
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akan menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sebutan 
Narapidana. 
Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Maros  akan dilakukan 
pembinaan yang sesuai dengan ketentuaan Undang-Undang sistem peradilan di 
Indonesia dan pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan pandangan hukum Islam. 
Karena narapidana yang menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan 
mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Pembinaan ini bertujuan agar dapat 
kembali diterima di masyarakat.  
Namun dalam proses pembinaan akan ditemukan faktor yang menghambat 
pembinaan narapidana tersebut. Sehingga dengan adanya faktor penghambat tersebut 
akan menyebabkan proses pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang baik, maka sebagaimana 
lazimnya, dikemukakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan 
skripsi ini sebagai berikut: 
A. Jenis dan lokasi penelitian 
1. Jenis penelitian 
Berdasarkan lokasi penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah 
Kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan 
sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana 
dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisme.40 Data diperoleh langsung dari 
sumber pertama melalui pengamatan atau obesrvasi dan wawancara. 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros karena 
penelitian ini membahas tentang Efektivitas Lapas Kelas II A Maros dalam Membina 
Narapidana Perspektif Hukum Islam. 
B. Pendekatan penelitian 
1. Pendekatan Yuridis, suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian 
dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
                                                             
40Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Cet.1; Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 85. 
  
32 
 
2. Pendekatan sosiologis, suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan 
kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan ini 
melihat kejadian atau peristiwa yang muncul dalam suatu masyarakat. 
3. Pendekatan Normatif Syar’i, pendekatan ini berdasrakan pada hukum Islam 
dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur’an dan hadis serta 
pendapat para ulama. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer, data ini dikumpulkan melalui Field Research atau penelitian 
lapangan dengan cara interview, yakni kegiatan langsung kelapangan dengan 
mengadakan wawancara dan Tanya jawab langsung kepada informan. Adapun 
informan terdiri dari:  
a. Nama: Daeng Manambung 
Jabatan: Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II A Maros 
b. Nama: Riskah Hamzah 
Jabatan: Staf Registrasi Lapas Kelas II A Maros 
c. Nama: Fahriadi Andi 
Jabatan: Staf Registrasi Lapas Kelas II A Maros 
d. Zainal Abidin 
Jabatan: BIMKEMASWAT ( Bagian Dapur) Lapas Kelas II A Maros 
e. Nama : Adam Ridwansyah 
Jabatan: Ka. KPLP  Lapas Kelas II A Maros 
f. Nama: Muhammad Fadhli 
Umur: 18 Tahun 
Status: Narapidana (Warga Binaan)  Lapas Kelas II A Maros 
  
33 
 
g. Nama: Noval Bin Yasir 
Umur: 18 Tahun 
Status: Narapidana (Warga Binaan) Lapas Kelas II A Maros 
h. Nama: Hendra 
Umur: 33 Tahun 
Status: Narapidana (Warga Binaan) Lapas Kelas II A Maros 
2. Data Sekunder, yaitu suatu data yang  bersumber dari penelitian kepustakaan, 
yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya, 
melainkan bersumber dari data-data yang telah terdokumenkan. Terdiri dari 
buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan skripsi yang 
berkaitan.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 
sebagai berikut:  
1. Wawancara atau interview adalah pertemuan antara dua orang atau percakapan 
antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui pernyataan, 
dimana ada yang bertindak sebagai informan dan juga sebagai pewawancara. 
2. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 
dikumpulkan dalam penelitian.41 
3. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang 
relevan dengan permasalahan penelitian yaitu Undang-Undang 
                                                             
41Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 
2014), h. 105. 
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Pemasyarakatan, PP No. 31/1999, serta berbagai bahan bacaan yang berkaitan 
dengan efektivitas Lapas dalam membina narapidana. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri karena 
peneliti lebih mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini dengan menggunakan : 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang 
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar 
pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis 
Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari 
sumber data. 
3. Kamera 
Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dalam melakukan wawancara 
terhadap informan. 
4. Tape recorder 
Alat ini digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan 
informan. Karena jangan sampai data yang dicatat itu kurang akurat  sehingga 
hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun teknik 
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Klasifikasi data 
Yang dimaksud dengan klasifikasi data adalah menggolongkan atau 
mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian. 
b. Reduksi data 
Yang dimaksud reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milih data yang 
sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
c. Coding  
Yang dimaksud dengan koding adalah penyesuaian data yang diperoleh dari hasil 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode tertentu pada setiap data. 
d. Editing Data 
Yang dimaksud dengan editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data yang 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan 
untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang 
diperoleh dari hasil wawancara. 
2. Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 
mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan dengan menggunakan analisa data 
kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian 
dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya 
pengelohan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara 
lengkap aspek-aspek mengenai masalah  berdasarkan literatur dan data lapangan. 
Selanjutnya data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi 
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dokumen. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang relevan dengan masalah 
yang diteliti. Kemudian data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk bab 
pembahasan sebagai pijakan dalam mengambil kesimpulan. Kemudian tahap akhir 
dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan ujung terakhir 
dari sebuah penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan data 
Demi terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka perlu 
dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam hal pengujian keabsahan data didasarkan 
pada kriteria tertentu, yaitu: derajat kepercayaan (credibility)  dengan perpanjangan 
pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan 
referensi. 
Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan 
pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui sebelumnya. 
Dengan perpanjangan pengamatan ini akan tercipta hubungan yang baik antara 
peneliti dan narasumber. 
Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat agar data yang diperoleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau 
tidak sesuai. 
Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber, segala cara 
dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber, kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Tringulasi 
teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
Misalnya, data yang diperoleh dari teknik observasi dicek dengan teknik wawancara. 
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Menggunakan bahan referensi artinya adanya pendukung untuk membuktikan 
keabsahan data yang diperoleh peneliti agar terhindar dari keragu-raguan terhadap 
data yang diperoleh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
38 
 
BAB IV  
Efektivitas Lapas Kelas II A Maros dalam Membina Narapidana 
Perspektif Hukum Islam 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros adalah salah satu Unit Pelaksana 
Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Maros atau 
secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros dibangun pada tahun 1983 
sampai dengan 1984, pada awalnya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
dan ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 16.PR.07.03 Tahun 
2013. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros beralamat di Jalan Raya Kariango 
Km. 3 Mandai Kabupaten Maros Telp. (0411) 4814550. Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II A Maros mempunyai kapasitas 202 orang. Berdiri di atas lahan kurang lebih 
4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m2 yang terdiri dari: 
1. 2 Unit Bangunan Perkantoran, 
2. 10 Unit Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan, 
3. 1 Unit Poliklinik, 
4. 1 Unit Dapur, 
5. 1 Unit Ruang Pendidikan, 
6. 1 Unit Mushallah,  
7. 1 Unit Aula. 
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Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros sebanyak 70 
(tujuh puluh) orang. Pegawai laki-laki: 63 (enam puluh tiga) orang dan pegawai 
wanita: 7 (tujuh) orang dengan rincian: 
1. Pejabat struktural  : 14 orang 
2. Satuan pengamanan  : 35 orang 
3. Pembina PAS   : 12 orang 
4. Dukungan teknis   : 7 orang 
5. Tenaga medis    : 2 orang 
Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros diselenggarakan sistem penjagaan 24 jam secara 
bergilir, dengan memberdayakan regu penjagaan yang terbagi dalam tugas jaga: 
1. Jaga pagi dari pukul. 07.00 s/d 13.00 WITA 
2. Jaga siang dari pukul. 13.00 s/d 19.00 WITA 
3. Jaga malam dari pukul. 19.00 s/d 07.00 WITA 
Berikut data penghuni Lembaga Memasyarakatan Kelas II Maros sampai 
bulan januari 2017 terinci pada tebel berikut: 
                Tabel 1. Penghuni Lapas Kelas II A Maros 
NO NARAPIDANA 
DAN TAHANAN 
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 Narapidana Dewasa 121 7 128 
2 Narapidana Anak 55 0 55 
3 Tahanan Dewasa 69 4 73 
4 Tahanan Anak 3 0 3 
 TOTAL 248 11 259 
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Berdasarkan tabel tersebut, jumlah narapidana dewasa laki-laki dan 
perempuan sebanyak 128 orang dan jumlah narapidana anak laki-laki dan perempuan 
sebanyak 55 orang. Jumlah tahanan dewasa laki-laki dan perempuan sebanyak 73 
tahanan dan jumlah tahanan anak-anak laki-laki dan perempuan sebanyak 3 orang.   
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros antara lain: 
VISI: 
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 
MISI: 
1. Mewujudkan peraturan perundang-Undngan yang berkualitas, 
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, 
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, 
4. Mewudukan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, 
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, 
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional, dan 
berintegritas. 
Kegiatan pelayanan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan 
dilaksanakan berdasarakan sistem pemasyarakatan dengan menitik beratkan pada 
usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan yang bertujuan untuk 
memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan 
masyarakat. Setiap kegiatan yang akan diberikan kepada warga binaan 
pemasyarakatan disesuaikan menurut tahap pembinaannya. Tahap pembinaan 
tersebut dilakukan berdasarkan penilaian tim pengamat pemasyarakatan (TPP) dan 
setiap warga binaan didampingi oleh wali yang telah ditunjuk. Adapun TPP 
dijelaskan sebagai berikut: 
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1. TPP ( Tim Pengamat Pemasyarakatan) Lapas Maros 
TPP dibentuk berdasarakan surat keputusan Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan. Tim ini beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang 
ketua, 1 (satu) orang sekertaris dan 5 (lima) anggota. 
Semua kegiatan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 
dimusyawarahkan dan dievaluasi oleh TPP dalam sidang yang dilaksanakan dua kali 
setiap bulan, sehingga maju mundurnya pelaksanaan pembinaan dan pelayanan 
tahanan sangat ditentukan oleh peran TPP. 
2. Program perawatan dan jenis kegiatan 
Dalam melaksanakan kegiatan terlebih dahulu diadakan penentuan program 
yang diajukan dalam sidang TPP. Dari hasil keputusan TPP yang telah diambil 
melalui musyawarah dalam sidang selanjutnya direkomendasi dan risalah sidang TPP 
kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dipelajari dan disetujui bila telah 
dipertimbangkan bahwa program kegiatan yang telah diputuskan tersebut dapat 
dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan surat keputusan kepala Lapas. Dengan 
demikian tugas TPP adalah memberi saran dan pertimbanagan kepada kepala Lapas 
mengenai bentuk dan program kegiatan. 
Usaha perawatan merupakan usaha pemenuhan pelaksanaan perawatan berupa 
kesehatan dengan penyediaan poli klinik, obat-obatan serta perlengkapannya dan 
untuk menunjang program perawatan ini Lapas kelas II A Maros mendapat tenaga 
kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) orang dokter umum dan 
1 (satu) orang perawat. Program perawatan tahanan dimaksudkan untuk memberikan 
kesiapan mental psikologis serta membimbing mereka dalam menghadapi proses 
perkara pidana yang sementara disangkakan kepada mereka. 
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Pendidikan dan pembimbingan adalah dengan penanaman jiwa kekeluargaan, 
keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 
Pembinaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan 
kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar binaan 
pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, bertaqwa dan 
bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 
B. Pelaksanan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II A Maros 
Merupakan suatu tugas yang berat bagi para petugas Lembaga 
Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para narapidana untuk mengubah 
seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan 
mau mengubah dirinya menjadi lebih baik. Khususnya untuk Lembaga 
Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk membina narapidana diperlukan suatu 
bentuk pembinaan yang tepat agar dapat merubah para narapidana menyadari 
kesalahannya dan menjadi lebih baik.  
Berdasarkan pembukaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan pembinaan bagi narapidana harus dilakukan dengan baik dan 
manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.42 Pembinaan terhadap warga 
binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan istilah pemasyarakatan. 
Berhasilnya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tujuan utama sebagai proses akhir peradilan di 
Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan 
pemasyarakatan mengikuti seluruh sistem pembinaan yang telah diterapkan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tidak melanggar hukum lagi, dapat 
                                                             
42Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. 
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berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri, hidup 
berbahagia dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri. 
Dalam hal melakukan pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga 
Pemasyarakatan kelas II A Maros berlandaskan pada: 
1. Pancasila, 
2. UUD 1945, 
3. KUHP, 
4. KUHAP, 
5. UU No. 12 Tahun 1995, 
6. UU No. 3 tahun 1997, 
7. Peraturan Pemerintah, 
8. Keputusan Presiden, 
9. Keputusan Menteri, 
10. Peraturan Menteri, 
11. Keputusan Dirjen. 
Selain itu dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Maros melakukan kerja sama 
dengan pihak instansi, yaitu: instansi penegak hukum: Polri, Kejaksaan Negeri, 
Pengadilan Negeri. Instansi lain, yaitu: Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga 
Kerja, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Agama, Departemen 
Pendidikan Nasional, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II A Maros juga bekerjasama dengan pihak swasta baik itu perorangan, 
kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perusahaan. 
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Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Maros 
menggunakan prinsip pemasyarakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan 
pembinaan. Adapun prinsip pemasyarakatan tersebut yaitu: 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya 
sebagai warga Indonesia seutuhnya. 
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertobat. 
4. Negara tidak berhak menjadikan mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada 
sebelum dijatuhi pidana. 
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya, mereka tidak boleh 
diasingkan oleh masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat pengisi waktu belaka. 
7. Pembimbingan dan pembinaan yang diberikan kepadanya harus sesuai dengan 
pancasila. 
8. Mereka bagai orang sakit yang perlu diobati agar menjadi sabar dan sembuh. 
9. Mereka hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya bergerak 
dalam jangka waktu tertentu. 
10. Untuk pembimbingan dan pembinaan disediakan sarana dan prasarana yang 
memadai. 
Masa pengenalan lingkungan atau admisi  dan orientasi masa pengamatan 
adalah  tahap awal pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros. Setelah ditentukan blok hunian atau wisma 
masing-masing maka warga binaan pemasyarakatan akan diberitahukan tata tertib 
dalam Lapas, nama-nama seluruh petugas dan Staf Lapas, hak dan kewajiban selama 
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di Lapas, cara menyampaikan keluhan, tugas harian dan segala sesuatu yang 
berkakitan dengan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Maros.  
Masa pengenalan lingkungan atau admisi dan orientasi pengamatan dilakukan 
paling lama 1 (satu) bulan. Masa pengenalan atau admisi dan pengamatan ini 
diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat beradaptasi dengan lingkungan 
Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat berinteraksi secara normal dengan warga 
binaan pemasyarakatan lainnya. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat 
ketat (maxsimun security). 
Hasil wawancara dengan Daeng Manambung di Lembaga Pemasyarakatan 
kelas II Maros menyatakan bahwa  proses pembinaan terhadap warga binaan 
pemasyarakat dimulai saat pertama kali masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan 
narapidana akan diregistrasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kemudian 
dilakukan wawancara untuk mencocokkan biodatanya. Lalu ditempatkan di bloknya 
masing-masing.43 Kemudian dilakukan pembinaan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Tahap awal atau pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai  1/2  ( 
satu per dua) masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat 
ketat (maxsimun security). 
2. Tahap lanjutan atau asimilasi, dilaksanakan pada 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 
(dua per tiga) masa pidana. Tahap ini dilakukan pembinaan dalam Lapas 
maupun di luar Lapas. Pembinaan dalam Lapas untuk anak didik 
pemasyarakatan pada tahap ini akan melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja 
pada pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olahraga, cuti mengunjungi 
                                                             
43Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, 
Wawancara, Maros, 21 Desember 2016. 
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keluarga dan lain-lain.  Pada tahap ini dilakukan pengawasan sudah tidak 
seperti tahap awal atau medium security. 
3. Tahap akhir atau integritas, dilaksanakan pada 2/3 (dua per tiga) masa pidana 
sampai bebas. Pada tahap ini pengawasan yang tidak ketat atau minimum 
security. 
Kemudian Daeng Manambung saat melakukan wawancara menjelaskan 
tentang  pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan kelas II A Maros. Namun dalam hal pola pembinaan yang diterapkan 
di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Maros sama seperti pola pembinaan yang 
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.44 
Adapun pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan 
adalah sebagai berikut: 
1. Pembinaan kepribadian yang meliputi: 
a. Pembinaan kesadaran beragama 
Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros akan mendapatkan 
pembinaan keadaran beragama, pembinaan kesadaran beragama ini diberikan 
kepada semua warga binaan baik yang beragama Islam, maupun yang tidak 
beragama Islam. Untuk warga binaan yang beragama Islam akan diperintahkan 
untuk membaca al-Qur’an dan menyetor hafalan setiap sore dan bertugas untuk 
adzan pada hari Jum’at dan untuk warga binaan yang beragama non- Muslim 
seperti warga binaan yang beragama Kristen akan diberikan pembinaan setiap hari 
                                                             
44Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, 
Wawancara, Maros, 21 Desember 2016. 
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Minggu, mereka mendapat pembimbingan oleh pendeta yang didatangkan 
langsung dari luar Lapas.45 Pembinaan kesadaran beragama ini merupakan 
pembinaan yang sangat penting diberikan kepada semua narapidana, agar mereka 
dapat bertaubat dengan menyesali kesalahan-kesalahan sehingga tidak mengulangi 
lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya. 
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 
Seperti halnya pembinaan kesadaran beragama Pembinaan kesadaran 
berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan 
kepada warga binaan dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari 
pentingnya jiwa nasionalisme dalam diri. Menyadarkan kepada narapidana agar 
menjadi warga negara yang baik, berbakti kepada bangsa dan negara. Olehnya itu 
pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan di Lembaga 
Pemasyarakatan kelas II A Maros adalah melakukan upacara bendera. Upacara 
bendera ini rutin dilakukan setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional 
seperti hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus  yang 
wajib diikuti oleh semua warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Maros. 
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) 
Usaha pembinaan ini diperlukan untuk diberikan kepada warga binaan agar 
kemampuan intelektual yang dimiliki warga binaan dapat meningkat, sehingga 
dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama proses 
pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik malalui pendidikan formal 
                                                             
45Muhammad fadli, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, Wawancara, 
Maros, 19 Januari 2017. 
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maupun pendidikan non-formal. Pembinaan kemampuan intelektual yang 
diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros kepada warga binaan 
adalah dengan mengajarkan cara membaca kepada warga binaan yang buta huruf 
sehingga mereka dapat membaca dengan baik.  
d. Pembinaan kesadaran hukum 
Sejak warga binaan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Maros, mereka dianggap tidak sadar hukum karena mereka telah melakukan tindak 
pidana, olehnya itu Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas diharapkan dapat mampu 
untuk memberikan pengetahuan hukum agar mereka dikemudian hari setelah 
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang taat terhadap 
hukum, agar tidak lagi mengulangi kesalahan atau perbuatan pidana yang pernah 
dilakukan. Warga binaan diharuskan untuk menaati seluruh peraturan dan tata 
tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros.  Tata tertib 
dalam Lapas mengcakup kewajiban dan larangan. Adapun kewajiban narapidana 
yang diatur  dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 
Tahanan Negara pada BAB II Pasal 3, yaitu: 
1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya 
serta memelihara kerukunan beragama, 
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan, 
3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas, 
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan, 
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan, 
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6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan 
yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan 
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. 
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi: 
a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri 
Saat melakukan wawancara kepada warga binaan Muhammad Fadli 
mengatakan bahwa pembinaan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros berupa pelatihan untuk membuat 
kerajinan tangan seperti membuat bingkai foto, tempat tissue dan beberapa 
kerajinan lainnya.46 Pembinaan ini diharapakan setelah mereka kembali kepada 
masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang diperolehnya 
selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 
mereka tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum yang pernah 
dilakukannya. 
b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil 
Keterampilan-keterampilan yang di ajarkan kepada warga binaan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros seperti cara membuat bingkai foto, tempat 
tissue ini akan dipasarkan atau dijual dan diharapkan dengan keterampilan yang 
dimilki ketika telah lepas atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan warga binaan 
dapat membuat usaha sendiri. 
 
 
                                                             
46Muhammad fadli, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, Wawancara, 
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c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing 
Seperti halnya pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. 
Pembinaan ini lebih berfokus pada bakat yang dimilki warga binaan, karena setiap 
warga binaan mempunyai bakat atau hobi yang berbeda-beda sehingga apabila 
bakat atau hobi itu sudah diketahui maka petugas Lembaga Pemasyarakatan akan 
memberikan bimbingan untuk mengembangkan bakat yang dimilki. Seperti halnya 
warga binaan yang memiliki bakat di bidang musik maupun bidang lain maka 
bakat tersebut akan dikembangkan. 
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan/ 
dengan teknologi madya/tinggi 
Sebagaiman yang disampaikan oleh Daeng Manambung bahwa warga binaan 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros sebelum masuk ke dalam Lapas 
mereka sebagian berprofesi sebagai petani sehingga dalam Lapas warga binaan 
yang berprofesi sebagai petani tetap mendapatkan pembinaan dibidang pertanian 
yang menggunakan teknologi pertanian, sehingga dapat menambah keterampilan 
warga binaan dalam bidang pertanian.47 Keterampilan-keterampilan yang dimiliki 
oleh narapidana baik dalam bidang pertanian, perkebunan dan berbagai 
keterampilan lainnya diharapkan ketika narapidana kembali kemasyarakat 
membuat usaha-usaha sesuai bakat yang telah diajarkan dalam Lapas, sehingga 
mereka mempunyai pekerjaan dan tidak mengulangi kejahatan-kejahatan yang 
pernah dilakukan sebelumnya. 
                                                             
47Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, 
Wawancara, Maros, 21 Desember 2016. 
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Namun di lain sisi  Daeng Manambung saat wawancara menyampaikan bahwa 
warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros bukan 
hanya mereka yang sudah berusia dewasa, namun terdapat juga warga binaan yang 
masih anak-anak. Warga binaan yang tergolong anak-anak yang masuk Lembaga 
Pemasyarakatan akan mengalami putus sekolah. Olehnya itu sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan harus mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan 
agar dapat terus melanjutkan pendidikannya walaupun di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan.48 
Dinyatakan Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
dinyatakan bahwa setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan 
pengajaran bagi narapidana dan didik pemasyarakatan dan berdasarkan Pasal 10 Ayat 
(1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas 
pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, kepala 
Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi 
bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang 
bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran. 
Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus menyiapkan ruang kelas 
untuk warga binaan yang tergolong anak-anak agar tidak putus sekolah dan Lembaga 
Pemasyarakatan harus menyiapkan guru untuk mengajar warga binaan.  
Dalam wawancara dengan Noval Bin Yasir yang tergolong narapidana anak 
mengatakan bahwa tidak semua narapidana anak mendapatkan pendidikan dan 
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pengajaran.49 Dalam Lembaga Pemsyarakatan tersebut tidak didapatkan ruang kelas, 
perlengkapan belajar-mengajar dan guru pengajar untuk waga binaan yang tergolong 
anak-anak. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimilki 
Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Maros belum memadai untuk melakukan proses 
belajar mengajar sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Sehingga hal 
ini menghambat proses pelaksanaan pembinaan bagi warga pemasyarakatan 
terkhusus narapidana yang masih tergolong anak-anak. 
Disampaikan pula oleh Daeng Manambung bahwa terjadi over kapasitas di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Maros yang  hanya mampu menampung tahanan sebanyak 202 orang. Namun sampai 
tanggal 19 januari 2017 tercatat sebanyak 259 orang yang menghuni Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros.50 Ditambahkan pula oleh Adam Ridwansyah 
bahwa dengan over kapasitas  akan berdampak pada blok hunian yang ditempati 
warga binaan. Bukan hanya itu dengan terjadinya over kapasitas menyebabkan warga 
binaan sulit untuk terkontrol sehingga kerap kali terjadi perkelahian antar warga 
binaan, narapidana mencoba kabur dan hal ini berpengaruh terhadap proses 
pelaksanaan pembinaan yang sudah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Maros.51 
Over kapasitas juga berpengaruh terhadap anggaran biaya untuk kebutuhan 
makan yang telah dikeluarkan oleh negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan 
                                                             
49Noval Bin Yasir, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, Wawancara, 
Maros, 21 Desember 2016. 
50Daeng Manambung, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, 
Wawancara, Maros, 27 Desember 2016. 
51Adam Ardiansyah, Ka. KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, Wawancara, 
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HAM. Seperti yang disampaikan oleh Riskah Hamzah saat melakukan Wawancara 
mengatakan bahwa anggaran untuk kebutuhan makan narapidana sudah ditentukan 
tiap tahunnya sehingga apabila pada saat itu tejadi penambahan penghuni Lapas maka 
Lapas tidak boleh mengurangi makan narapidana, dan yang dilakukan di Lapas kelas 
II A Maros adalah meminjam dan dibayarkan dianggaran tahun berikutnya.52 
Ditambahkan pula oleh Zainal Abidin saat wawancara yang mengatakan bahwa untuk 
waktu makan narapidana terbagi tiga waktu yaitu, pagi, siang dan sore dengan menu 
makanan yang telah ditentukan dalam sepuluh hari kedepan.53 Hal ini sejalan dengan 
yang disampaikan saat wawancara Fahriadi Andi yang merupakan mantan pegawai 
yang bertugas di dapur mengatakan bahwa narapidana makan sebanyak tiga kali 
dalam sehari dengan menu makanan yang telah ditentukan.54 Dengan keadaan seperti 
ini sangat berdampak pada anggaran dana yang harus dikeluarkan negara untuk 
memenuhi kebutuhan narapidana. 
Selain itu saat melakukan wawancara dengan Hendra yang merupakan 
narapidana residivis menyampaikan bahwa lebih dari Sembilan orang narapidana 
yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Maros merupakan residivis.55 
Hal ini berarti pembinaan yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada 
narapidana. 
                                                             
52Riskah hamzah, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, Wawancara, 
Maros, 9 Maret 2017. 
53Zainal Abidin, BIMKESMASWAT (Seksi Dapur) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Maros, Wawancara, Maros, 9 Maret 2017. 
54Fahriadi Andi, Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, Wawancara, 
Maros, 9 Maret 2017. 
55Hendra, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, Wawancara, Maros, 9 
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Jika mengacu pada uraian tersebut dan melihat teori efektivitas bahwa 
efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang 
ditetapkan.56 Dan teori efektivitas hukum bahwa Efektivitas suatu peraturan harus 
terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, subtansi hukum, maupun 
budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara das solen dan 
das sein.57 Maka pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Maros 
belum efektif atau sepenuhnya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 
Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehingga hal ini 
dibutuhkan peran semua pihak baik pemerintah dalam menyediakan sarana dan 
prasarana, petugas Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan dan juga kerjasama 
masyarakat. 
C. Faktor Penghambat dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II A Maros 
Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas sebagai institusi yang menampung dan 
melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana). Sehingga 
Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan harus 
berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Secara umum Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia memilki 
masalah yang menghambat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan. Melakukan 
pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah dan 
merupakan tantangan dari waktu ke waktu setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada 
di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi yang sangat 
                                                             
56Melati Lie, “Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo”,h. 8. 
57Ni Made Destriana Alviani, “Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan 
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar”, h. 20-21. 
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berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian 
akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. 
Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Daeng Manambung yang 
mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat 
pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti: 
1. Sarana dan prasarana yang belum cukup 
Permasalahan sarana dan prasarana merupakan permasalahan yang sering kita 
jumpai di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan ini pun terjadi 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, ketersediaan sarana dan 
Prasarana masih belum cukup, seperti kamera CCTV, hal ini sangat dibutuhkan 
untuk memantau aktivitas para penghuni Lapas, sehingga dapat mencegah 
segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penghuni Lapas. Selain itu  
menurut Daeng Manambung penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 
Maros bukan hanya yang tergolong dewasa tetapi terdapat juga yang masih 
tergolong anak-anak. Warga binaan yang masih anak-anak ini mempunyai hak 
untuk mendapatkan pendidikan di dalam Lapas. Sehingga Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros berkewajiban menyiapkan ruangan khusus 
sebagai ruang kelas, alat tulis kantor, kursi, buku, dan peralatan-peralatan 
penunjang lainnya.  Sehingga proses untuk mendapatkan pendidikan sesuai 
dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.58 
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2. Over kapasitas 
Persoalan yang sering terjadi disemua Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di 
Indonesia yang masih sulit diatasi adalah over kapasitas atau kelebihan daya 
tampung. Menurut data terakhir dalam sistem database pemasyarakatan 
menunjukkan 27 Kantor Wilayah (Kanwil) dari 33 Kanwil yang ada di 
Indonesia mengalami over kapasitas, tersisa 6 Kanwil yang masih belum 
mengalami over kapasitas.59 Over kapasitas juga terjadi di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros 
yang semestinya hanya mampu menampung tahanan sebanyak 202 orang. 
Namun data terakhir tanggal 19 januari 2017 menunjukkan jumlah penghuni 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros mencapai 259 orang. Hal ini 
menunjukkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros 
mengalami over kapasitas atau melebihi daya tampung sebanyak 57 orang. 
Kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas pada 
gilirannya akan membawa berbagai dampak yang bersifat negatif. Mulai dari 
perkelahian antar warga binaan atau narapidana sampai perkelahian antar warga 
binaan dengan petugas lembaga pemasyarakatan, bahkan akan menyebabkan 
berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran di dalam Lapas.  
3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros yang masih kurang. 
Petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam 
pelaksanaan pembinaan narapidana. Namun secara umum jumlah petugas 
Lapas di Indonesia yang masih kurang menjadi permasalahan tersendiri disetiap 
                                                             
59“sistem Database Pemasyarakatan”. Situs resmi Ditjenpas. 
http:/www.smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly (21 Januari 2017). 
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Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang masih 
kurang juga terjadi di Lapas kelas II A Maros hal ini menyebabkan tidak 
seimbangnya dengan jumlah warga binaan yang menghuni Lapas. Disampaikan 
Adam Ridwansyah saat wawancara bahwa  petugas lembaga pemasyarakatn di 
Lapas kelas II A Maros masih kurang terkhusus petugas  untuk narapidana 
perempuan, idealnya untuk pengamanan satu narapidana dijaga oleh dua orang 
petugas.60 Hal ini akan berdampak pada sistem keamanan Lembaga 
Pemasyarakatan dan pelaksanaan pembinaan. Petugas Lembaga 
Pemasyarakatan sangat berperan penting dalam terlaksananya sitem pembinaan 
yang telah ditentukan. Apalagi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Maros 
yang memilki jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung yang 
semestinya. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai Lapas yang masih 
kurang sehingga sangat diperlukan pegawai Lapas yang cukup agar 
pelaksanaan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana 
Dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan 
ta’zīr. Ta’zīr dalam istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik 
yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai ḥad dan tidak pula harus membayar 
kaffārah atau diyāt.61 Hal ini sejalan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan untuk 
memberikan penjerahan dengan cara membina narapidana, sehingga Lembaga 
Pemasyarakatan bisa dikategorikan dalam ta’zīr. 
                                                             
60Adam Ridwansyah, Ka. KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros, Wawancara, 
Maros, 9 Maret 2017. 
61Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam, (Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 10. 
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Sanksi ta’zīr yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus memberikan 
dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak dijatuhi hukuman ta’zīr, 
sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama dengan perbuatan 
terhukum.  
Pidana ta’zīr merupakan pidana yang esensinya tidak boleh betentangan 
dengan esensi pidana yang telah ditetapkan Allah. Pidana ta’zīr dapat disesuaikan 
dengan konteks sosial atau kebutuhan masyarakat. Fungsi ta’zīr berupa hukuman 
penahanan kemudian diberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana atau 
narapidana sebagai hukuman preventif dan represif serta edukatif. Dengan sanksi ini 
ta’zīr tidak boleh membawah kearah kehancuran. Fungsi edukatif adalah harus 
mampu mengubah pola pikir narapidana untuk menjauhi perbuatan maksiat atau 
melanggar hukum, bukan disebabkan hanya karena takut hukuman. Tapi semata-mata 
karena ia tidak senang dengan kejahatan. 
 Jenis hukuman yang termasuk jarīmah ta’zīr antara lain adalah hukuman 
penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam hukum 
Islam ta’zīr sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam 
Abū Ḥanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat 
dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang 
dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk 
mencuri ketika sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang 
menjatuhkan hukuman mati kepadanya.62 
Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam 
hukum Islam berdasarkan dalil al-Qur’an, sunnah dan ijma’ sahabat. Apabila kedua 
                                                             
62Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam, h. 10. 
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pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan patut dijadikan pegangan adalah 
pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara dianjurkan dalam hukum Islam. 
Apalagi dizaman sekarang ini pidana penjara menjadi seolah kebutuhan mutlak. Bisa 
dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/ 
Lembaga Pemasyarakatan.63 Berikut dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam 
terdapat dalam QS Al-Maidah/5: 33: 
                       
                              
                          
Terjemahnya: 
“hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya 
yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka 
mendapat azab yang besar”.64 
Dibuang dari negeri tempat tinggalnya dipahami oleh ulama dalam arti 
ditempatkan disatu lokasi yang jauh dan terpencil lagi tidak mudah meninggalkannya, 
di Indonesia misalnya Nusa kambangan. Imam Abū Ḥanifah memahaminya dalam 
arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada subtansi hukuman ini yaitu bahwa 
hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat. 
Sehingga cara apa pun yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini dapat dibenarkan.65 
                                                             
63Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam ( Bandung; Pustaka Setia: 2000), h. 143. 
64Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syamil Quran, 2011), 
h. 113. 
65M. Quraish Shihab, Tafsīr Al- Misbāh (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 105. 
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Pengasingan atau pidana penjara dengan menempatkan narapidana pada 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan balasan terhadap orang yang berbuat kerusakan 
atau melakukan kejahatan. Para fuqahā mazhab Abū Hanīfah, Syāfi’ī, dan Aḥmad 
berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. 
Seperti barang siapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak 
mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.66 
 Namun para fuqahā berbeda pendapat tentang makna dibuang dari negeri 
tempat kediamannya. Apakah  dibuang dari wilayah tempat melakukan kejahatan itu? 
Ataukah, dihilangkan kemerdekaannya dari negeri itu dalam arti dipenjarakan? Atau, 
disingkirkan dari seluruh permukaan bumi dalam arti dibunuh? Namun kami memilih 
membuangnya dari negeri tempat melakukan kejahatan itu ke tempat terpencil yang 
di sana dia dapat merasakan keterasingan, keterusiran, dan kelemahan. Sebagai 
balasan atas tindakannya mengusir, menakut-nakuti, dan menganiaya orang lain 
dengan kekuatannya.67 
Sehingga pengasingan sudah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat, dan model 
pengasingan zaman sekarang adalah dengan menempatkan ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan hanya saja modelnya yang berbeda. Namun tujuan antara 
pengasingan dan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sama, yaitu 
untuk mendidik narapidana.   
Namun pembalasan yang mereka dapatkan di dunia tidak menggugurkan azab 
yang bakal diterima di akhirat. Tapi apabila pemberontak dan pembuat kerusakan ini 
                                                             
66Sayyid Quṭhb, Tafsīr Fī Zhilālil Qur’an, h. 215.  
67Sayyid Quṭhb, Tafsīr Fī Zhilālil Qur’an, h. 216. 
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menghentikan kezalimannya dan menyadari buruknya kejahatan yang mereka 
lakukan, dan bertaubat kepada Allah maka Allah Maha Pengampun.68 
Sebab salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam untuk 
mendidik para pelaku Jarimāh agar ia menjadi orang yang baik  dan menyadari 
kesalahannya dan tidak mengulangi kejatan yang pernah dilakukan. Dengan di 
tempatkannya pelaku Jarimāh di Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan 
pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang diberikan 
sesuai dengan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan yang tidak bertentangan 
dengan hukum Islam. Pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan 
kelas II A Maros juga memperhatikan pembinaan dalam kesadaran beragama, 
sehingga akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimāh 
bukan karena takut hukuman, melaikan karena kesadaran diri, serta harapan rida 
Allah swt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
68Sayyid Quṭhb, Tafsīr Fī Zhilālil Qur’an, h. 216. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II A Maros dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan tentang efektivitas Lapas kelas II A Maros dalam membina narapidana 
perspektif hukum Islam yaitu: 
1. Pelaksanaan pembinaan  narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A 
Maros menggunakan pola pembinaan kepribadian dan pembinaan 
kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran 
beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan 
kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum. Dan pembinaan 
kemandirian meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, 
keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, keterampilan yang 
dikembangkan sesuai bakat masing-masing, keterampilan untuk mendukung 
usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan/dengan teknologi madya/tinggi. 
Namun pelaksanaan pembinaan di Lembaga Kelas II A Maros belum efektif 
sesuai yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Hal ini 
dibuktikan dengan ditemukannya berbagai permasalahan.  
2. Faktor-faktor penghambat dalam  proses pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan kelas II A Maros antara lain: sarana dan prasarana yang 
belum cukup, over kapasitas, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang 
masih kurang. 
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3. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana  dengan 
cara mengasingkan pelaku jarimah adalah sejalan dengan  konsep Undang-
Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tujuannya untuk 
medidik para pelaku jarimāh pidana untuk tidak mengulangi lagi jarimah 
yang pernah dilakukannya. Hanya saja prosesnya yang berbeda, di zaman 
Rasulullah, sahabat, dan sekarang. Begitupun di Lembaga Pemasyarakatan 
kelas II A Maros pola pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan tidak 
bertentangan dengan hukum Islam.   
B. Implikasi Penelitian 
Adapun implikasi penelitian ini sebagai berikut: 
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros harus menyiapkan strategi 
untuk meminimalizir permaslahan-permasalahan yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros. Termasuk menerapkan hukum Islam 
dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku. Sehingga proses 
pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan efektif, sehingga fungsi 
Lapas dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapakan oleh 
ketentuan perudang-undangan.  
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus 
memperhatikan kondisi semua Lembaga Pemasyarakatan terkhusus 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros. Seperti menyiapkan sarana 
dan prasarana yang memadai kepada semua Lapas, agar proses pembinaan 
dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pemerintah juga perlu memberikan 
solusi terhadap permasalahan over kapasitas pada Lapas, karena hal ini 
sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembinaan narapidana. 
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3. Narapidana hendaknya menaati seluruh peraturan yang ada dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian proses pembinaan dapat 
bejalan dengan efektif. 
4. Diperlukan peran serta masyarakat dalam proses pengembalian narapidana 
agar menjadi manusia yang taat hukum dan tidak mengulangi kejahatan 
yang pernah dilakukan. Masyarakat tidak boleh mengasingkan atau 
mengucilkan mantan narapidana, melainkan harus diterima kembali dan 
diperlakukan seperti masyarakat lainnya.  
5. Pola pembinaan yang ada di lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II A Maros untuk lebih mengedepankan pembinaan 
kesadaran beragama. Pembinaan kesadaran beragama harus lebih 
diintensifkan sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya atau 
bertaubat, hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam. 
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LAMPIRAN 1 
Surat Izin Penelitian 
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LAMPIRAN 2 
Surat Keterangan Penelitian 
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LAMPIRAN 3 
Pedoman Wawancara 
1. Berapa jumlah tahanan di lapas kelas II A maros? 
2. Kasus apa yang paling mendominasi di lapas kelas II maros? 
3. Berapa jumalah narapidana anak, laki-laki dan perempuan? 
4. Bagaimana sistem pembinaan narapidana di lapas kelas II maros? 
5. Apakah pola pembinaan yang diterapkan di lapas kelas II maros sesuai dengan 
ketentuan UU pemasyarakatan atau ada pola/sistem lain yang digunakan? 
6. Jenis pembinaan seperti apa yang dilakukan di lapas kelas II A maros? 
7. Dalam hal melakukan pembinaan apakah menurut bapak sudah berjalan 
dengan baik? 
8. Dalam hal melakukan atau menerapkan sistem pembinaan, apakah ada 
kendala-kendala yang di hadapi? 
9. Pelanggaran-pelanggran apa yang biasa terjadi ? 
10. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pembinaan 
narapidana? 
11. Faktor internal dan eksternalyang menghambat pembinaan? 
12. Dengan over kapasitas, apakah berpengaruh terhadap anggaran dana yang 
diberikan negara? 
13. Untuk tahanan yang beragama islam, apakh ada pembinaan khusus yg 
diberikan? Seperti apa itu? 
14. Untuk tahanan yang non muslim apakah ada pembinaan khusus yang 
diberikan?seperti apa itu? 
15. Apakah ada narapidana resividis? 
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LAMPIRAN 4 
Data Informan 
 
i. Nama: Daeng Manambung 
Jabatan: Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II A Maros 
j. Nama: Riskah Hamzah 
Jabatan: Staf Registrasi Lapas Kelas II A Maros 
k. Nama: Fahriadi Andi 
Jabatan: Staf Registrasi Lapas Kelas II A Maros 
l. Zainal Abidin 
Jabatan: BIMKEMASWAT ( Bagian Dapur) Lapas Kelas II A Maros 
m. Nama : Adam Ridwansyah 
Jabatan: Ka. KPLP  Lapas Kelas II A Maros 
n. Nama: Muhammad Fadhli 
Umur: 18 Tahun 
Status: Narapidana (Warga Binaan)  Lapas Kelas II A Maros 
o. Nama: Noval Bin Yasir 
Umur: 18 Tahun 
Status: Narapidana (Warga Binaan) Lapas Kelas II A Maros 
p. Nama: Hendra 
Umur: 33 Tahun 
Status: Narapidana (Warga Binaan) Lapas Kelas II A Maros 
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LAMPIRAN 5 
Catatan saat Wawancara 
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LAMPIRAN 6 
Dokumentasi 
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bersaudara. Pendidikan Sekolah Dasar 
dilaluinya pada SDN 22 Tondongkura 
hingga tamat, kemudian melanjutkan Sekolah menengah pertama pada SMPN 2 
Tondong Tallasa hinggah tamat. Kemudian di bangku sekolah menengah atas ia 
memberanikan diri untuk hidup mandiri, tidak lagi tinggal bersama orang tua. Ia 
melanjutkan di MAN Pangkep hinggah tamat. Di masa SMA saya aktif beberapa 
organisasi Ekstrakurikuler, seperti Osis, PMR, dan Rohis. Kemudian melanjutkan 
keperguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makkassar pada Fakultas 
Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. 
 
 
